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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelaksanaan piutang secara cessie dan

akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor

126/PDT/2018/PT BDG tentang perkara pengalihan piutang secara cessie. Permasalahan dari penelitian

adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris dalam jabatannya dan akibat hukum pengalihan

piutang secara cessie terhadap jaminan hak tanggungan berdasarkan putusan tersebut. Metode penelitian

yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelusuran data sekunder melalui studi

kepustakaan, sedangkan pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari notaris dapat dilakukan dengan

menerapkan asas-asas formil dalam pelaksanaan jabatannya, dan atas pengalihan piutang secara cessie

ternyata tidak mengakibatkan berakhirnya suatu hak tanggungan sebagai bagian dari jaminan dalam suatu

perjanjian kredit. Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Undang-Undang Jabatan

Notaris, Kode Etik Profesi dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan agar akta yang

dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ketika terjadi

suatu permasalahan hukum. Begitupun yang berlaku dalam hal pengalihan piutang secara cessie dimana

notaris dalam jabatannya harus bertanggungjawab memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam

hal ini adalah kreditur. Selain hal itu, atas pengalihan piutang secara cessie tentunya berakibat juga terhadap

jaminan hak tanggungan, dimana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak

Tanggungan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis discusses the legal protection of creditors for the implementation of the transfer of receivables in

a cessie manner and the effect on guarantee of mortgage rights based on Decision of the West Java high

court number 126/PDT/2018/PT BDG concerning the case of transfer of receivables by cessie. The problem

of the research is the form of notary liability in his position and the legal consequences of the transfer of

receivables in a cessie to the guarantee of mortgage rights based on the decision. The research method used

is normative juridical by searching secondary data through literature study, while the analytical approach is

done qualitatively with descriptive analytical type. The result showed that the form of liability of a notary

can be carried out by applying formal principles in the implementation of his position, and the transfer of

accounts receivable by cessie did not inflict in the termination of a mortgage as part of collateral in a credit
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agreement. Notaries in carrying out their duties must be guided by the law of notary office, professional

code of ethics and other laws and regulations. It is intended that the deed he makes can be justified for and

has the strength of proof which is perfect when a legal problem occurs. The same applies in the case of

transfer of receivables by cessie, where the notary in his position must be responsible for providing legal

protection for the parties, in this case is the creditor. In addition to that, the transfer of receivables by cessie

also affects the guarantee of mortgage rights, where it has been regulated in the provisions of mortgage law.


